
BAB II

KONSEP KEWARISAN DALAM ISLAM DAN EUTHANASIA   

A. Konsep Kewarisan Islam

Hukum waris Islam merupakan aturan yang mengatur pengalihan harta 

dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti 

menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi masing-masing bagian 

ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang 

meninggal dimaksud.

Berangkat dari suatu pemikiran bahwa adanya sebuah hubungan akan 

menimbulkan akibat hukum, dan juga mempunyai implikasi bahwa akan ada 

hak dan kewajiban masing-masing. Diantara kewajiban yang harus dipenuhi 

seorang ahli waris adalah merawat, menjaga dan menjadi fasilitator ketika 

seorang calon Muwârits sedang dalam keadaan sakit, sedangkan hak yang 

akan didapatkan seorang ahli waris jika Muwâritsnya sudah meninggal dunia 

dan ada maurûtsnya adalah menerima warisan dari apa yang telah 

ditinggalkan oleh Muwârits, baik berupa harta, tanah, maupun hak-hak lain 

yang sah.



Pengertian hak disini ialah sesuatu yang merupakan milik atau 

Kepunyaan sah,1 yang dapat dimiliki ahli waris yang diperoleh dari hasil 

pembagian waris disebabkan karena adanya sebuah hubungan. Hak ini hanya 

dapat dipenuhi dengan memenuhi semua kewajibannya terlebih dahulu atau 

akan terhapus seandainya ada sesuatu yang menjadi penghalangnya.

Islam memberikan perlindungan sepenuhnya atas kebendaan yang 

dimiliki seseorang, baik ketika seseorang tersebut hidup maupun telah 

meninggal dunia. Ketika seseorang tersebut masih hidup, hak propertinya 

mampu dilindungi oleh dirinya sendiri secara personal maupun dengan 

bantuan pihak lain, tidak jauh berbeda ketika seseorang tersebut telah 

meninggal dunia, hak-hak yang dimilikinya tetap dilindungi dengan cara 

melimpahkan properti (harta yang dimiliki) kepada pihak-pihak yang berhak 

diberi limpahan hak tersebut. 

Perpindahan hak kebendaan atas harta yang dimiliki oleh seseorang 

yang telah meninggal dunia kepada orang lain (ahli waris) ini diatur dalam 

ilmu mawârits, yang menjadi bagian dari ilmu fikih Islam (cabang dari 

syari’ah Islam).2

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Dalam bahasa arab, kata almîrats “المیراث“ adalah adalah bentuk

masdar dari kata waritsa - yaritsu - irtsan - wa mîrâtsan, yang memiliki 

arti mewarisi.3 Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT berikut ini.

                                                            
1Burhani MS-Hasbi Lawrens, Kamus Ilmiah Populer, 
2Muhammad Zuhaily, Al Faroidl wa al Mawarits wa al Washayah (Damsyik: Darul Kalam al-
Thayyib, 2001), 17
3 Ali Al-Sabouni, Hukum Kewarisan, 41



  

Dan Sulaiman telah mewarisi Daud.4

          

Dan Kamilah yang mewarisnya.5

Ditinjau dari segi bahasa, pengertian al-mîrats adalah perpindahan 

sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari satu kaum kepada 

kaum lain. Sedangkan ditinjau dari segi istilah ilmu farâidh, pengertian al-

mîrats adalah perpindahan hak pemilikan dari mayit (orang yang meninggal 

dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa 

harta, tanah, maupun hak-hak yang lain yang sah.6

Adapun ilmu yang berkaitan dalam hal ini disebut ilmu farâidh, yaitu 

ilmu yang membahas tentang warisan dan orang-orang yang berhak 

menerima warisan untuk menyampaikan suatu hak kepada yang berhak 

menerimanya.7 Ilmu ini diramalkan sebagai ilmu yang paling cepat sirna 

dari permukaan bumi. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw: 

نْ أَبيِْ هُرَيـْرةََ قاَلَ: قال رَسولواالله صلى االله عليه وسلم : تَـعَلَّمُوا اْلفَراَئِضَ عَ 

اَ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ يُـنْسَ وَهُوَ اوََّلُ شَئْ يُـنـْزعَُ مِنْ امَُّتىِ وَعَلِّمُوها، فإَ  َّĔ) رواه

).نىابن ماجه والدارقط
Dari Abî Hurairah, ia berkata, “ Rasûlullah Saw bersabda, 
“Pelajarilah farâidh dan ajarkanlah, karena sesungguhnya farâidh
adalah setengah ilmu, ia akan di lupakan dan yang pertama kali di 
cabut dari umatku”. (HR.Ibnu Mâjah dan Ad-Dâruquthni)8

                                                            
4Q.S. An-Naml (27): 16. Maksudnya adalah Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan 
Nabi Daud a.s. serta mewarisi ilmu pengetahuannya dan kitab Zabur yang diturunkan kepadanya.
5Q.S. Al-Qashshash (28): 58. Maksudnya: sesudah mereka hancur, tempat itu sudah kosong dan 
tidak dimakmurkan lagi, hingga Kembalilah ia kepada pemiliknya yang hakiki Yaitu Allah.
6Ali Al-Sabouni, Hukum Kewarisan.
7Muhammad Jumali Ruslan, Risalah fi fiqh, G
8Al-Imam Asy-Syaukani, Mukhtashar Nailul Authar, jilid 3(Jakarta: Pustaka Azzam, 2006 ), 336



االله عليه و سلم عن الاحواص عن ابن مسعود قال : قال رسول االله صلى 

"تَـعَلَّمُو اْلقُرانَ وَعَلِّمُوْهُ الناَّسَ وَتَـعَلَّمُوْ الْفَراَئِضَ وَعَلِّمُوْ هَا النّاَسَ، فاَِنىِّ مقْبُـوْضُ 

والْعِلْمُ مَرْفُـوْعُ وَيُـوْشِكُ اَنْ يخَْتِلَفَ إِثْـنَانِ فىِ الفَريِْضَةِ وَالْمَسْئـَلَةِ فَلاَ يجَِدَانِ احََداَ 

)اخرجه احمد والنّسائى والدارقطنى (همُا"يخُبرُِ 
“Dari Al Ahwâsh, dari Ibnu Mas’ûd, ia berkata, “Rasûlullah Saw
bersabda: Belajarlah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada manusia, 
dan pelajarilah ilmu farâidh dan ajarkanlah kepada orang lain, 
karena sesungguhnya aku adalah orang yang bakal terenggut 
(meninggal), sedangkan ilmu farâidh akan hilang. Hampir saja 
dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan tidak 
menjumpai seseorangpun yang dapat memberikan fatwa kepada 
mereka berdua”. (HR.Ahmad, an-Nasâ’î dan ad-Dâruquthni).9

Dalam hadist tersebut di atas, sama-sama menggunakan sighat 

amar “ َتعََلَّمُوْ الْفَرَائِض” yang dalam kaidah ushul fikih implikasi bentuk amar

berarti perintah (wajib) الامرللوجُوبالاصل فى .10 mempelajari dan 

mengajarkan farâidh hukumnya fardhu kifayah, sebuah kewajiban hukum 

yang tolak ukurnya ada pada target capaian, bila target sudah tercapai 

(sudah dikerjakan) maka dianggap cukup. 

Kata الفرائض (al-farâidh atau diindonesiakan menjadi farâidh- pen.) 

adalah bentuk jama’ dari jama’ الفریضة (al-farîdhah) yang bermakna 

المفروضة (al-mafrûdhah) atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya, pembagian 

yang telah ditentukan kadarnya,11 dalam konteks kewarisan adalah bagian 

para ahli waris, yaitu bagian ½, ¼, 1/8, 1/3, 2/3 dan 1/6. 12

                                                            
9Asy-Syaukani, Mukhtashar Nailul Authar,. 337
10Ade Dedi Rohayana, Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 35
11Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar Mesir. Hukum Waris (Jakarta: Senayan Abadi 
Publishing, 2004), 11
12Muhammad Jumali Ruslan, Risalah fi fiqh, 11



2. Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan Islam

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam adalah nash atau teks 

yang terdapat dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. 

Adapun ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah Nabi yang secara langsung 

mengatur kewarisan itu adalah sebagai berikut:

a. Ayat-Ayat Al-Qur’an

1) QS. An-Nisâ’ (4): 7

              

          

.     

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan 
ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak 
bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan 
kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian 
yang telah ditetapkan.13

Dengan turunya ayat ini, Allah SWT menghapuskan 

kedzaliman yang menimpa dua makhluknya yang lemah, yakni 

perempuan dan anak kecil serta memperlakukan mereka dengan 

kasih sayang dan adil. Ia mengembalikan hak-hak mereka dalam 

kewarisan melalui keputusan-Nya bahwa perempuan berhak 

menerima harta warisan sebagaimana halnya laki-laki, dan tidak 

membedakan antara anak kecil dan orang dewasa.14 Kemudian 

ayat-ayat itu dijelaskan (dalam perolehan bagian-bagian fardhu) 

                                                            
13Q.S. An-Nisâ’ (4): 7
14Ali Al-Sabouni, Hukum Kewarisan, 21



yakni dalam surat an-Nisâ’, 11, 12, 176 serta ayat 33 yang dengan 

turunnya ayat ini mampu menghapus dasar di masa jahiliyah 

tentang penerimaan waris dengan jalan bersumpah setia.

2) QS. An-Nisâ’ (4): 8

             

          .     

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat,15 anak 
yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta 
itu (sekedarnya)16 dan ucapkanlah kepada mereka 
Perkataan yang baik.17

3) QS. An-Nisâ’ (4): 9

        

          .    

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak 
yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 
mengucapkan Perkataan yang benar.18

4) QS. An-Nisâ’ (4): 10

               

   .     

                                                            
15Kerabat di sini Maksudnya: Kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka.
16Pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.
17Q.S. An-Nisâ’ (4): 8
18Q.S. An-Nisâ’ (4); 9



Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak 
yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api 
sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api 
yang menyala-nyala (neraka).19

5) QS. An-Nisâ’ (4): 11

       

             

             

           

         

               

    .    

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka 
untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki 
sama dengan bagahian dua orang anak perempuan20 dan 
jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka 
bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika 
anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh 
separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-
masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika 
yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang 
meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-
bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika 
yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka 
ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 
tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau 
(dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu 
dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara 

                                                            
19Q.S. An-Nisâ’ (4); 10
20Lihat surat An Nisâ’ (4): 34



mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini 
adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Bijaksana.21

6) QS. An-Nisâ’ (4): 12

    

      

        

      

       

            

       

        

 .  

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak 
mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, 
Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat 
atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri 
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika 
kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, 
Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang 
kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat 
atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika 
seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang 
tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, 
tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) 
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atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi 
masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam 
harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari 
seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, 
sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah 
dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat 
(kepada ahli waris).(Allah menetapkan yang demikian itu 
sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.22

7) QS. An-Nisâ’ (4): 13

        

            

   .    

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan 
dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, 
niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang 
mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal 
di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.23

8) QS. An-Nisâ’ (4): 14

              

  .     

Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya 
dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah 
memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di 
dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.24
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9) QS. An-Nisâ’ (4): 33

             

       

 .    

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang 
ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan 
pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang 
kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah 
kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah 
menyaksikan segala sesuatu.25

10) QS. An-Nisâ’ (4): 176

              

         

               

         

   .    

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).26

Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang 
kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak 
mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, 
Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari 
harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki 
mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia 
tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu 
dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta 
yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka 

                                                            
25Q.S. An-Nisâ’ (4); 33
26Kalalah Ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.



(ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan 
perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki 
sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah 
menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak 
sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.27

11) QS. Al-Anfâl (8): 75

           

         

  .     

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian 
berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu 
Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang 
mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih 
berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) 
di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui segala sesuatu.28

Ayat-ayat di atas menjadi dasar penalaran para ulama’ dalam 

memahami masalah kewarisan. Pada intinya ayat-ayat tersebut 

berbicara tentang peralihan harta warisan dan pewaris kepada ahli 

waris terdekat. Dari sekian banyak permasalahan hukum yang 

diuraikan di dalam al-Qur’an hanya permasalahan/aturan pembagian 

harta warislah yang paling tuntas diuraikan.29

b. Sunnah Nabi

Hadits Nabi yang secara langsung mengatur tentang kewarisan 

adalah:
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ا وْ قُ لحِْ : اَ الَ قَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى االلهُ لَّ صَ بىِِّ النَّ نِ عَ هُ نْ عَ االلهُ يَ ضِ رَ اسٍ بَّ عَ نِ بْ انِ عَ 

( متّفق عليه )رٍ كَ ذَ لٍ جُ  رَ ولىِ لأُِ وَ هُ ف ـَىَ قِ ا بَ مَ ا فَ هَ لِ هْ اَ بِ ضَ ائِ رَ الفَ 
Dan dari ibnu Abbas, dari Nabi Saw beliau bersabda, 
“Berikanlan warisan itu kepada orang-orang yang berhak 
menerimanya, sedangkan sisanya diberikan kepada (ahli 
waris) laki-laki yang paling berhak menerimanya.30

، دٍ عْ سَ نْ ا مِ يهَ تِ نَ اب ـْبِ عَ يْ بِ الرَّ نَ بْ دَ يْ عِ سَ ةٌ أَ رَ إمْ تْ اءَ : جَ الَ قَ االلهِ دِ بْ عَ رٍ ابِ جَ نْ عَ 

مَ وْ ي ـَكَ عَ ا مَ همَُ وْ ب ـُأَ لَ تِ ، قُ عِ يْ بِ الرَّ نِ بْ دِ عْ ا سَ تَ نْ بِ انِ اتَ ، هَ االلهِ لَ وْ سُ ا رَ : يَ تْ الَ قَ ف ـَ

انِ حَ كَ نْ  ت ـُلاَ ، وَ الاً مَ اَ مُ لهَ عْ دَ يَ مْ لَ ا ف ـَمَ الهَُ مَ ذَ خَ ا أَ مَ هُ مَّ عَ نَّ إِ ا، وَ دً يْ هِ شَ دٍ حُ أُ 

ثَ عَ ب ـَ، ف ـَاثِ رَ ي ـْالمِ اتُ آيَ تْ لَ زِ نُ ، ف ـَكَ لِ  ذَ فيِ ي االلهُ ضِ قْ : ي ـَالَ . قَ الٌ ا مَ مَ لهَُ  وَ لاَّ إِ 

دَ عْ  سَ تيِ نَ اب ـْطِ عْ : االَ قَ ا ف ـَمَ هِ مِّ  عَ لىَ إِ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى االلهُ لَّ صَ االلهُ لُ وْ سُ رَ 

. (رواه الخمسة إلا كَ لَ وَ هُ ف ـَيَ قِ ا بَ مَ وَ نَ مُ ا الثُّ مَ هُ مَّ أُ طِ عْ اوَ ينِْ ث ـَلُ الثُّـ 

النسائي)
Dari Jâbir, ia menuturkan, “ Istrinya sa’ad bin Ar-Rabî’’ 
datang kepada Rasulullah Saw dengan membawa kedua putri 
sa’d, laulu ia berkata, “wahai rasulullah ini kedua putri Sa’d 
bin ar-rabi’, ayah mereka gugur bersamamu ketika perang 
Uhud sebagai syahid. Paman mereka telah mengambil harta 
mereka dan tidak meninggal harta untuk mereka, dan mereka 
tidak bisa menikah kecuali memiliki harta. Beliau bersabda: 
Allah akan memberi keputusan mengenai itu. Lalu turunlah 
ayat warisan, kemudian Rasulullah Saw mengirim utusan 
kepada paman mereka, lalu mengatakan kepadanya, berikan 
kepada kedua putri Sa’d dua pertiganya dan ibu mereka 
seperdelapannya. Adapun sisisanya menjadi milikmu. (HR. 
Imam yang lima kecuali an-Nasâ’î).31

  

، وَ نٍ ابْ ةِ نَ ب ـَاْ ، وَ تٍ نْ بِ نْ ى عَ سَ وْ و مُ بُ أَ لَ ئِ : سُ الَ قَ لَ يْ بِ حْ رَ شُ نِ بْ لِ يْ زَ هُ نْ عَ 

دٍ وْ عُ سْ مَ نَ ابْ تِ اْ وَ فُ صْ النِّ تِ خْ لأُْ لَ ، وَ فُ صْ النِّ تِ نْ بِ لْ : لِ الَ قَ . ف ـَتٍ خْ أُ 
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دْ قَ : لَ الَ قَ ى. ف ـَسَ وْ  مُ بيِ أَ لِ وْ قَ بِ رَ ب ـَخْ أَ وَ دٍ وْ عُ سْ مَ نُ ابْ لَ ئَ سُ . فَ نيِ عَ ابِ تَ يَ سَ فَ 

 نَ ا مِ نَ ا أَ مَ وَ نْ ذَ إِ تُ لْ لَ ضَ 
ُ
ى االلهُ لَّ صَ نبيُِّ ى الَّ ضَ ا قَ ا بمَِ هَ ي ـْي فِ ضِ قْ . أَ نَ يْ دِ تَ هْ الم

–تكملة الثلثين –سُ دُ السُ نٍ ابْ ةِ نَ ب ـْلاِ ، وَ فُ صْ النِّ ةِ نَ ب ـْلإِ : لِ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ 

  . (رواه البرقاني على الشرط الصحيح)تِ خْ لأُْ لِ فَ يَ قِ ا بَ مَ وَ 
Dari Huazail bin Syurahbîl, ia menuturkan, “abu Musa 
ditanya tentang (bagian waris untuk) anak perempuan, anak 
perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Ia 
menjawab, anak perempuan mendapat setengah dan saudara 
perempuan mendapat setengah. Lalu temuilah ibnu mas’ud, ia 
akan mengikuti pendapatku. Kemudian ibnu Mas’ud pun 
ditanya, dan disampaikan kepadanya tentang pendapat Abu 
Musa, maka ia pun berkata, kalau begitu (yakni mengikuti 
pendapatnya), berarti aku telah sesat dan tergolong orang-
orang yang tidak mendapat petunjuk. Aku menetapkan dengan 
apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Saw? Bagian untuk anak 
perempuan setengah, untuk anak perempuan dari anak laki-
laki seperenam, sebagai pelengkap dari dua pertiga, 
sedangkan sisanya untuk saudara perempuan. (HR. Jama’ah 
kecuali Muslim dan An-Nasâ’i).32

دُ وْ لُ موْ الَ لَ هَ ت ـَا اسْ ذَ : إِ الَ قَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى االلهُ لَّ صَ بيِِّ النَّ نِ عَ ةَ رَ ي ـْرَ  هُ بيِ أَ نْ عَ 

  . (رواه أبو داود)ثَ رَ وَ 

Dari Abî Hurairah, dari Nabi Saw, beliau bersabda: “bila 
bayi yang dilahirkan menangis, maka ia mewarisi.” (HR. Abû

Dâud).33

 ثُ رِ  يَ : لاَ الَ قَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى االلهُ لَّ صَ بيِِّ النَّ نِ عَ دٍ يْ زَ نِ بْ ةَ امَ سَ أُ نْ عَ 
ُ
مُ لِ سْ الم

و النسائي)مسلم. (رواه الجماعة إلا مَ لِ مسْ الُ رُ افِ  الكَ لاَ وَ رَ افِ الكَ 
Dari Usâmah bin Zaid, dari Nabi Saw, “orang Islam tidak 
mewerisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang 
Islam.” (HR. Jama’ah kecuali Imam Muslim dan Imam 
Nasâ’î).34

                                                            
32Asy-Syaukani, Mukhtashar Nailul Authar, 343
33Asy-Syaukani, Mukhtashar Nailul Authar, 355
34Asy-Syaukani, Mukhtashar Nailul Authar, 366



Dalil-dalil di atas (al-Qur’an dan hadits) telah menjelaskan 

pembagian harta warisan secara fardh “bagian tetap” dan ta’shib 

“bagian lunak”. Terdapat juga penjelasan untuk pelaksanaan 

pembagian harta warisan  yang terkait dengan tidak ditemukannya 

salah satu ahli waris dzawil al-furudh “ahli waris yang sudah 

ditentukan bagiannya” dari kerabat maupun dari ‘ashôbah, yaitu 

harta peninggalan tersebut harus dilakukan kepada kerabat-kerabat 

lainnya, yang bukan golongan dzawil al- furudh dan ‘ashôbah.

3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam 

al-Qur’an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad 

Saw dalam sunnahnya. Terkait dengan keduanya maka ada lima asas yag 

berkaitan dengan sifat peralihan harta kapada ahli waris, cara pemilikan 

harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu 

terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah:35

1. Asas Ijbari, ialah peralihan harta dari seseorang yang meninggal 

dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut 

ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau 

ahli waris.

2. Asas Bilateral, berarti seseorang menerima hak warisan dari kedua 

belah pihak kerabat dari keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat 

keturunan perempuan. Seorang laki-laki berhak mendapat warisan 

                                                            
35Amir syarifuddin, Hukum Kewarisan islam (Jakarta; Kencana, 2008), 17-28



dari ayahnya dan dari ibunya. Demikian juga halnya dengan 

perempuan, ia juga berhak mendapat warisan dalam bilateral.

3. Asas Individual, harta warisan dapat dibagi pada masing-masing ahli 

waris untuk dimiliki secara perorangan, dalam pelaksanaannya 

seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian 

dibagikan kepada setiap ahli warisnya menurut kadar bagian masing-

masing.

4. Asas Keadilan yang Berimbang, asas ini mengandung arti bahwa 

harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, 

antara hak yang diperoleh dan hak seseorang dengan kewajiban yang 

harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat 

hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-

masing.  

5. Asas Semata Akibat Kematian, hukum Islam menetapkan bahwa 

peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan 

istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta 

meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat 

beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang 

mempunyai harta masih hidup. Dengan demikian hukum kewarisan 

Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat 

kematian semata.

Allah menganjurkan kaum muslimin menerapkan peraturan-

peraturan pembagian harta pusaka dengan metode sebagaimana yang telah 

termaktub di dalam al-Qur’an, Allah memperingatkan dengan ancaman 



siksa neraka bagi orang yang melanggar peraturan tersebut.36 karena bagi 

siapa yang mengambil hak orang lain dengan tanpa kerelaan hati atau 

sepengetahuan si pemilik maka sama halnya dengan merampok atau 

mencuri di sisi Allah Swt, meskipun ia terlepas dari hukuman di atas  

dunia.

4. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Adapun hak-hak yang harus dipenuhi terkait dengan maurûts (harta 

peninggalan) sebelum akhirnya dibagikan kepada yang berhak adalah 

sebagai berikut:

a. Memenuhi biaya pengurusan jenazah meliputi memandikan, 

mengkafani, dan mengubur secara wajar dan tidak berlebihan.

b. Melunasi pembayaran hutang-hutang mayat, baik hutang kepada 

manusia maupun hutang kepada Allah SWT.

c. Menunaikan atau menyerahkan wasiat kepada orang yang diberi 

wasiat dalam batas-batas yang dibenarkan syara’ yakni tidak 

melebihi sepertiga dari harta peninggalan dan tanpa perlu 

persetujuan para pewaris.37

d. Membagi harta tinggalan kepada orang yang berhak menerimanya.38

Harta peninggalan yang tersisa sesudah semua terhadapnya 

dipenuhi, segera dapat dibagikan kepada ahli waris dengan memenuhi 

rukun, syarat, sebab dan tiadanya penghalang waris.

                                                            
36Lihat, Q.S. An-Nisâ’ (4): 13-14.
37Lihat, Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqiey, fiqh Mawaris (Semarang: PT. Pustaka Rizki 
Putra, 1987), 13-18
38Muhammad Jumali Ruslan, Risalah fi fiqh, 7



5. Rukun-Rukun Waris

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan 

bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila 

tidak ada rukun-rukunnya.39

Untuk dapat menerima harta peninggalan harus memenuhi 

beberapa rukun, yaitu: 40

a. Al-Muwârits (pewaris) yaitu mayit yang harta peninggalannya berhak 

diwaris oleh orang lain (ahli waris) sesudah ia wafat.

b. Al-Wârits (ahli waris) yaitu orang yang berhak memperoleh bagian 

harta karena adanya hubungan dengan orang yang telah meninggal,

yakni ikatan kekerabatan, ikatan perkawinan dan ikatan wala’

(memerdekakan hamba sahaya)

c. Maurûts, adalah harta yang menjadi pusaka, harta ini dalam istilah fiqh 

dinamakan al-maurûts, al-mîrâts, al-irts, at-turâts, dan at-tarikah. 

Semuanya mempunyai pengertian yang sama.

6. Syarat - Syarat Menerima Warisan

Syarat adalah sesuatu yang karena ketiadaannya tidak akan ada 

hukum. Dengan demikian, apabila tidak ada syarat-syarat waris maka tidak 

akan ada pembagian harta waris.41 Dan untuk menerima maurûts (harta 

peninggalan) diharuskan memenuhi tiga syarat, yaitu:42

                                                            
39Komite Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar, Hukum Waris,, 27
40Ali Al-Soubuni, Hukum Kewarisan Islam, 49
41Komite Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar, Hukum Waris, 28-29
42Syuhada’ Syarkun, Menguasai Ilmu Faroidh dengan Cepat, Tepat dan Akurat (Tebuireng 
Jombang: Pelita, 2008), 11



a. Meninggalnya Pewaris (Muwârits) baik dengan nyata maupun oleh 

hukum dinyatakan meninggal, seperti orang hilang.

b. Hidupnya ahli waris, baik dengan nyata maupun oleh hukum 

dinyatakan hidup semenjak meninggalnya mayat, sekalipun sebentar.

c. Dapat diketahui status dan kedudukan dalam pembagian harta 

peninggalan seperti bapak, ibu, saudara dan sebagainya terhadap orang 

yang meninggal. 

7. Sebab-Sebab Adanya Hak Waris

Sebab adalah suatu hal yang mengharuskan keberadaan hal yang 

lain, sehingga hal yang lain itu menjadi ada dan ketiadaan suatu hal itu 

menjadikan hal yang lain tidak ada secara subtansial.43 Sebab-sebab 

adanya hak waris ada tiga, yaitu: 44

a. Hubungan Pernikahan

Sebuah ikatan pernikahan yang dimaksudkan disini adalah akad nikah 

legal yang telah disahkan secara syar’i. Baik sang suami sudah 

menggauli istrinya setelah akad nikah, atau sang suami/istri mati 

sebelum dia menggauli/digauli.

b. Hubungan Nasab

Dalam hubungan nasab ini, ada tiga golongan yang dapat menerima 

warisan:

                                                            
43Komite Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar, Hukum Waris, 32
44Muhammad Jumali Ruslan, Risalah fi fiqh, 8



1) Al-Ushûl (vertikal) adalah mereka yang melahirkan seseorang yang 

termasuk ahli waris. Yang termasuk dari kalangan mereka adalah: 

Bapak, Kakek dan seterusnya.

2) Al-Furû’ adalah semua anak dari keturunan seseorang yang 

meninggal dunia. Dan yang berhak mendapat warisan adalah mereka 

yang memiliki garis keturunan sampai mayit yang tidak diperantarai 

perempuan seperti, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, 

cucu perempuan dari anak laki-laki. Adapun yang diperantai 

perempuan contohnya cucu laki-laki dari anak perempuan maka 

termasuk dzawil arham.

3) Al-Hawâsyi (horisontal) adalah cabang dari ushûl seperti: Saudara, 

anaknya saudara paman, anaknya paman dan seterusnya.

c. Hubungan Wala’ (walâ’ al-attaqâh)

Hubungan wala’ yakni hubungan kekerabatan yang disebabkan karena 

memerdekakan hamba sahaya, jika seorang tuan memerdekakan 

hambanya, maka ia mempunyai hubungan kekerabatan dengan hamba 

yang telah dimerdekakannya. Dengan sebab itulah si tuan tersebut 

berhak mewarisi hartanya karena ia telah berjasa memerdekakannya 

dan mengembalikan nilai kemanusiaannya.

Hukum Islam (syara’) juga memberikan hak waris kepada tuan 

yang memerdekakan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Nabi 

sebagai berikut:



بيَِّ النَّ ثَ رَ وَ ، ف ـَةً نَ اب ـْكَ رَ ت ـَ، وَ اتَ ا مَ هَ لاَ وْ مَ نَّ : أَ ةَ زَ حمَْ تَ نْ ى بِ مَ لْ سَ نْ عَ ةَ ادَ تَ ق ـَنْ عَ 

نَ ابْ انَ كَ   ، وَ فَ صْ ى النِّ لَ عْ ي ـَثَ رَ وَ ، وَ فَ صْ النِّ هُ تَ نَ ابِ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى االلهُ لَّ صَ 

  ى. (رواه أحمد)مَ لْ سَ 
Dari qotadah, dari salma binti hamzah, bahwa maulanya 
meninggal dengan meninggalkan seorang anak perempuan. 
Lalu Nabi Saw memberikan warisannya kepada anak 
permpuannya sebanyak seengah bagian, dan memberikan 
maulanya setengah bagian, yaitu ibnu Salma. (HR. Ahmad).45

8. Sebab-Sebab Penghalang Hak Waris

Penghalang mewarisi terbagi menjadi dua bagian yaitu sebagian 

penghalang yang disepakati oleh para ulama’ dan sebagian penghalang 

yang diperselisihkan. Penghalang dalam memperoleh warisan yang 

diperselisihkan diantaranya adalah murtad, berlainan Negara dan 

ketidakjelasan kematian.46 Adapun penghalang mewarisi yang disepakati 

para ulama’ adalah:

a. Beda Agama

Muslim dan non muslim. Orang muslim tidak bisa mewarisi 

orang kafir dan begitu juga juga orang kafir tidak mewarisi orang 

muslim, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW

sebagai berikut:

مُ لِ لمسْ اْ ثُ رِ يَ لاَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ عن النبى صلّى االله عليه وسلّم قَالَ: 

  )الجماعة إلا مسلما والنسائيرواه . (مَ لِ المسْ رُ افِ كَ الْ لاَ , وَ رَ افِ الكَ 
“Dari Usamah bin Zaid, dari Nabi Saw, beliau bersabda:
Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan demikian juga 

                                                            
45Asy-Syaukani, Mukhtashar Nailul Authar, 356
46Komite Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar, Hukum Waris, 60-63



orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” (HR. Jamâ’ah kecuali 

Muslim dan an-Nasâ’i).47

Sebagian ulama’ berpendapat bahwa orang Islam boleh 

mewarisi harta peninggalan orang kafir, tetapi orang kafir tidak boleh 

mewarisi harta warisan orang muslim. Mereka berargumentasi bahwa 

Islam adalah agama yang tinggi dan tidak ada agama lain yang lebih 

tinggi dari pada agama Islam. Pendapat ini diriwayatkan dari Mu’adz 

bin Jabal.48

Para ahli fikih telah bersepakat bahwasanya, berlainan agama 

antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan, 

merupakan salah satu penghalang dari beberapa pengahalang mewarisi.

Dengan didasarkan pada nash hadits yang jelas.

b. Pembunuhan

Pembunuhan ialah kesengajaan seseorang mengambil nyawa 

orang lain secara langsung atau tidak langsung. Para ulama fikih telah 

bersepakat bahwa tindakan pembunuhan merupakan salah satu 

penghalang dalam hukum waris.49 Jadi apabila seorang ahli waris 

membunuh pewarisnya, maka ia tidak berhak memperoleh harta 

warisannya, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah Saw:

هِ عَنِ النَّبىِ صلّى االله  عليه وسلّم قاَلَ : عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِْهِ عَنْ جَدِّ

لايَرَِثُ الْقَاتلُِ شَيْئاً. (رواه أبو داود)

                                                            
47 Asy-Syaukani, Mukhtashar Nailul Authar, 366
48Ali Al-Sabouni, Hukum Kewarisan, 55
49Komite Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar, Hukum Waris, 56.



“Dari Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda, Pembunuh tidak mewarisi apa-apa”
(HR. Abû Dâud).50

Perbedaan Madzhab Tentang Pembunuhan yang Dapat Menghalangi 

Kewarisan:51

1) Menurut madzhab Hanafi, pembunuhan yang dapat 

menggugurkan hak seseorang memperoleh harta warisan adalah 

pembunuhan yang disengaja (‘amdân), pembunuhan yang 

menyerupai disengaja (syibhu ‘amdin), dan pembunuhan karena 

salah sasaran (khathâ’). Mereka berpegang pada kaidah “setiap 

pembunuhan yang mewajibkan kaffârat menggugurkan hak 

kewarisan”. Jika tidak mewajibkan kaffârat maka tidak 

menggugurkan hak kewarisannya.

2) Madzhab Maliki berpendapat bahwa pembunuhan yang 

menggugurkan hak kewarisan adalah pembunuhan yang 

disengaja saja, sedang yang lainnya tidak menggugurkan hak 

kewarisan.

Jika pembunuhan itu karena tidak sengaja atau disengaja tetapi 

dengan jalan yang hak (alasan yang dibenarkan) maka dia masih 

berhak untuk mewarisi harta tetapi tidak dapat mewarisi diyat. 

Alasan si pembunuh dapat mewarisi harta orang yang terbunuh 

karena ia tidak bermaksud mempercepat pembagian harta waris 

dengan cara membunuh, dan seorang pembunuh tidak dapat 

                                                            
50Asy-Syaukani, Mukhtashar Nailul Authar, 369. 
51Ali Al-Sabouni, Hukum Kewarisan, 54



mewarisi harta diyat karena dia yang harus menunaikan 

kewajiban diyat yang dibebankan kepadanya sendiri.

Sebagaimana yang telah disampaikan Nabi dalam haditsnya 

yang berbunyi sebagai berikut:

ثُ رِ تَ لاَ ، وَ ةِ لَ اقِ عَ لْ لِ ةُ يَ : الدِّ الَ قَ رَ مَ عُ نَّ : أَ بِ يَّ المسَ بنِ دِ يْ عِ سَ نْ عَ 

نَّ : أَ بيُِّ لاَ كِ لْ اَ انَ فيَ سُ بنُ اكُ حَ الضَّ هُ لَ الَ  قَ تىَّ ا. حَ هَ جِ وْ زَ ةِ يَ دِ منْ ةُ أَ المرْ 

مَ يَ شْ أَ ةَ أَ رَ امْ ثَ رِّ وَ أُ نَّ : أَ ليََّ إِ بَ تَ صلى االله عليه و سلم كَ االلهِ سولَ رَ 

رواه أحمد و أبو (. هِ لِ وْ ق ـَنْ عَ رُ مَ عُ عَ جَ رَ ا . ف ـَهَ جِ وْ زَ ةِ ن دِيَ مِ ابيِِّ بَ الضَّ 

  داود و الترميذي و صححه)
Dari Sa’id bin Musayyab bahwa Umar berkata, “diyat itu 
untuk keluarga terbunuh. Dan istri tidak mewarisi diyat
suaminya’ “maka Adh-Dhahhak bin Sufyan al-kilabi berkata 
kepadanya, bahwa Rasulullah mengirim surat kepadaku: 
“berikan warisan kepada istri Asy-yam Adh-Dhbhi dari diyat
suaminya.” Maka umar menarik ucapannya. (HR. Ahmad, 
Abu Daud dan At-tirmidzi dan ia menshahihkannya).52

Dan sesungguhnya Allah mewajibkan dalam diyat untuk 

menyerahkan kepada keluarga si terbunuh seperti dalam 

firmanNya:

        

Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang 
diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh). 53

Dalil tersebut menunjukkan bahwa pembunuh tidak berhak 

mewarisi diyat. 

                                                            
52Asy-Syaukani, Mukhtashar Nailul Authar, ٣٧٠
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3) Menurut madzhab hambali, setiap pembunuhan yang dibalas 

dengan hukuman qishas, diyat (tebusan) atau kaffârat

menggugurkan hak kewarisan. Jika tidak, maka tidak 

menggugurkan hak kewarisan.

4) Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan 

menggugurkan hak kewarisan termasuk pesaksian atau 

membenarkan pesaksian yang menyebabkan jatuhnya hukuman 

mati atas seseorang (pewaris).

c. Perbudakan 

Seorang budak tidak bisa menerima warisan apabila 

muwâritsnya meninggal dunia dan dia juga tidak bisa mewariskan 

hartanya kepada para ahli warisnya karena dia dianggap tidak 

mempunyai sesuatu. Namun, seandainya dia mempunyai sesuatu, maka 

kepemilikannya dianggap tidak sempurna (tidak stabil). Kemudian 

kepemilikan tersebut berpindah kepada tuannya.54

Dalam al-Qur’an telah digambarkan bahwa seorang budak tidak 

cakap dalam mengurus hak milik kebendaannya dengan jalan apa saja.

        

“Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya dibawah 
kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu”.55

Dengan demikian, dia (budak) tidak dapat mewarisi harta 

peninggalan kerabatnya dan telah putus hubungan kekeluargaannya.
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9. Mahjûb dan Mahrûm

Hajb dalam bahasa Arab ialah: mencegah, menutup dan 

menghalangi. Orang yang menjadi penghalang atau pencegah dinamakan 

“Hajb” sedang orang yang dicegah atau dihalangi atau ditutup, dinamakan

Mahjûb.56 dalam Al-Qur’an, Allah berfirman: 

    .     

“Sekali-kali tidak! Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-
benar terhalang dari melihat Tuhannya”. 57

Menurut pandangan Ulama’ mawaris (faraidh), mahjûb mempunyai 

hak untuk menerima harta waris, akan tetapi terhalang karena ada waris 

yang lain yang lebih utama. Andaikata tidak ada waris yang lain tentulah 

dia akan mendapatkan harta warisan tersebut.

Al-Hajb terbagi menjadi dua,58 yaitu: 

a) Hajb berupa sifat ( ِحَجْبَ باِلْوَصْف)

Hajb dengan suatu sifat (julukan), yakni mencegah ahli waris 

dari (mendapatkan) seluruh harta warisannya, karena terjadi ssesuatu 

pada dirinya yang menggugurkan seluruh haknya, seperti membunuh 

atau murtad yaitu keluar dari agama Islam.

b) Hajb Karena orang lain  (حَجْبَ بِالشخص )

Hajb bish Syakhshi adalah adanya orang yang lebih berhak 

daripadanya sehingga memahjûbkan (menghalangi)-nya untuk 

memperoleh bagian harta warisan.
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Dalam hajb bish Syakhshi terbagi menjadi dua macam, yaitu:59

1) Hajbu hirmân, yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh 

hak waris seseorang. Misalnya, terhalangnya hak waris seorang 

kakek karena adanya ayah, terhalangnya hak waris seorang cucu 

karena adanya anak, terhalangnya saudara seayah karena adanya 

saudara kandung, nenek karena adanya ibu, dan seterusnya.

2) Hajbu nuqshôn (pengurangan hak), yaitu menghalangi hak waris 

seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak. Misalnya, 

penghalangan terhadap hak waris ibu yang seharusnya mendapat 

bagian sepertiga menjadi seperenam karena disebabkan pewaris 

mampunyai keturunan (anak) dan suami yang seharusnya 

mendapat bagian setengah menjadi seperempat atau istri dari 

seperempat menjadi seperdelapan karena pewaris mempunyai 

anak, dan seterusnya.

Ada perbedaan yang sangat tipis antara pengertian al-mahrûm

dan al-mahjûb. Seseorang yang tidak menerima pembagian harta 

warisan karena adanya pencegah (hajb dengan sifat) seperti 

pembunuhan atau perbedaan agama, dalam istilah ilmu farâidh disebut 

al-mahrûm atau al-mamnû’ (orang yang tercegah dari kewarisan). 

Keberadaannya dianggap seperti tidak ada sehingga tidak 

mempengaruhi bagian ahli waris lain.60

Adapun ahli waris yang tidak memperoleh pembagian harta 

warisan karena terhalang oleh ahli waris lain yang hubungannya 
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dengan mayit lebih dekat atau lebih kuat dalam istilah Ilmu Farâidh

disebut al-Mahjûb (orang yang terhalang).

10. Macam-Macam Cara Mawaris

Dilihat dari cara mendapatkan warisan (harta peninggalan), ahli 

waris dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok,61 yaitu:

a. Secara Fardh

Ahli waris yang menerima bagian pasti, yaitu dengan 

memberikan harta waris kepada ahli waris sesuai dengan bagian 

yang telah ditentukan. Seperti setengah, seperempat, seperdelapan, 

duapertiga, sepertiga dan seperenam.

b. Secara ‘ashôbah

Ahli waris yang mendapat bagian sisa atau seluruh harta 

peninggalan, yaitu dengan cara memberikan atau membagikan harta 

waris kepada hali waris, yang besar bagiannya tidak ditentukan, atau 

biasa disebut dengan bagian lunak. Dalam satu kasus ahli waris 

‘ashôbah bisa mewarisi seluruh harta si mayit, jika ia sendirian. 

dalam kasus yang lain, ia bisa mewarisi sisa, setelah bagian ash-

hâbul furûdh diberikan.

c. Secara Kewarisan Dzawil Arham

Yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan nasab, tetapi 

tidak termasuk shôhib al-fardh dan ‘ashôbah.

                                                            
61Syuhada’ Syarkun, Menguasai Ilmu Faroidh, 23.



Namun ada pendapat yang mengatakan cara kewarisan ada 

empat cara dengan menambahkan Radd,62 yaitu dengan cara 

mengembalikan sisa pembagian harta warisan.

11. Bagian Pasti Dalam Waris (Furûdhul Muqoddarah)

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk 

memberikan warisan simayit dapat dilakukan dengan cara fardh, ‘ashôbah, 

radd dan dzawil arhâm. Mewarisi secara fardh didahulukan dari pada 

mewariskan secara ‘ashôbah, demikian seterusnya.

Secara bahasa kata atau lafal fardh mempunyai beberapa arti 

diantaranya “al-Qath” ketetapan yang pasti,  “at-taqdir” ketentuan, dan 

“al-bayân” penjelasan. Sedangkan menurut istilah, fardh ialah bagian  dari 

warisan yang telah ditentukan. 63

Syari’at Islam menetapkan jumlah Furûdhul Muqoddarah (bagian-

bagian yang sudah ditentukan) yang merujuk pada enam jenis pembagian 

yaitu:64

a. Dua pertiga (2/3)

b. Sepertiga (1/3)

c. Seperenam (1/6) 

d. Seperdua       (1/2)

e. Seperempat    (1/4)

f. Seperdelapan  (1/8)
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B. Euthanasia

Sampai saat ini euthanasia merupakan permasalahan  etika yang sangat 

berat dan menjadi problematika di bidang kedokteran di berbagai belahan 

dunia, khususnya di Indonesia. Terlebih problem ini sudah menjadi 

permasalahan hukum dan agama. Di satu sisi euthanasia dapat merampas hak 

hidup seseorang, meskipun di sisi lain itu dapat membantu menghilangkan 

penderitaan secara terus-menerus yang dialami pasien maupun keluarganya. 

Untuk itu, agar kiat mengetahui euthanasia secara lebih mendalam, maka 

peneliti akan jelasankan tentang bagaimana asal-usul, pengertian, macam-

macam dan tujuan euthanasia tersebut.

1. Asal - Usul kata Euthanasia

Kata euthanasia berasal dari bahasa Yunani yaitu "eu" (= baik) dan

"thanatos" (maut, kematian) yang apabila digabungkan berarti "kematian 

yang baik". Hippokrates pertama kali menggunakan istilah "euthanasia" ini 

pada "Sumpah Hippokrates" yang ditulis pada masa 400-300 SM. Sumpah 

tersebut berbunyi: "Saya tidak akan menyarankan dan atau memberikan 

obat yang mematikan kepada siapapun meskipun telah dimintakan untuk 

itu".65

2. Pengertian Euthanasia

Euthanasia secara etimologi adalah kematian yang baik atau 

kematian yang menyenangkan. Seutonius dalam bukunya Vitaseasarum 

yang merumuskan bahwa euthanasia adalah mati cepat tanpa derita.66
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Sedangkan secara terminologi euthanasia didefinisikan sebagai 

“pembunuhan dengan belas kasih” terhadap orang sakit, luka-luka dan 

lumpuh yang tidak ada harapan sembuh dan didefinisikan pula sebagai 

pencabutan nyawa dengan sebisa mungkin tidak menimbulkan rasa sakit 

seorang pasien yang menderita penyakit parah dan mengalami kesakitan 

yang sangat menyiksa.67 Euthanasia dapat terjadi karena dengan 

pertolongan dokter atas permintaan dari pasien ataupun keluarganya, 

karena pendereritaan yang sangat hebat dan tiada akhir, ataupun tindakan 

membiarkan saja oleh dokter kepada pasien yang sedang sakit tanpa 

menentu tersebut, tanpa memberikan pertolongan pengobatan 

seperlunya.68

Yusuf Qardhawi dalam fatwa-fatwa kontemporernya menyebutkan 

definisi euthanasia dengan menggunakan Qatlu ar-Rahmah  atau Taisir al-

Maut ialah tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja 

tanpa merasa sakit karena kasihan dan untuk meringankan penderitaan si

sakit, baik dengan cara positif maupun negatif.69

Dengan melihat definisi di atas dapat dikatakan bahwa Euthanasia 

mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1) Kematian dengan cara memasukkan obat dengan atau tanpa 

permintaan eksplisit dari si pasien.
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2) Keputusan untuk menghentikan perawatan yang dapat 

memperpanjang hidup pasien dengan mempercepat kematian.

3) Penanggulangan rasa sakit dengan cara memasukkan obat bius 

dalam dosis besar, dengan mempertimbangkan timbulnya resiko 

kematian, tetapi tanpa ada niatan eksplisit untuk menimbulkan 

kematian pada pasien, dan 

4) Pemberian obat bius dalam jumlah yang overdosis atau 

penyuntikan cairan yang mematikan dengan tujuan mengakhiri 

hidup si pasien.70

Setelah melihat rumusan-rumusan dari pengertian euthanasia yang 

telah peneliti jelaskan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan 

bahwa euthanasia adalah segala macam tindakan untuk mengakhiri hidup 

seseorang atau mempercepat proses kematian seseorang dengan cara 

membebaskan penderitaannya dengan kematian demi kepentingan pasien 

sendiri dengan atas persetujuan dari berbagai pihak baik dari pasien, pihak 

keluarga atau pun dari dokter yang ahli dibidangnya dengan segala 

pertimbangan yang matang. 

3. Macam-macam Euthanasia

Dilihat dari orang yang berkehendak, euthanasia bisa muncul dari 

keinginan pasien sendiri, pemintaan dari keluarga dengan persetujuan 

pasien (bila pasien sadar), atau tanpa persetujuan pasien (bila pasien tidak 

sadar). Tetapi  tidak pernah ditemukan euthanasia yang dikehendaki oleh 
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dokter tanpa persetujuan pasien maupun pihak keluarga, karena hal itu 

berkaitan dengan kode etik kedokteran.71 Di dalam kode etik kedokteran 

memuat ketentuan dan petunjuk, bagaimana dan apa yang harus dilakukan, 

dan apa yang harus dihindarkan, supaya dapat dikatakan, seorang dokter 

yang baik,  beretik dan terhormat. Sampai-sampai diberi petunjuk, bahwa 

seorang dokter harus berpakaian bersih rapih, bermuka jernih, berbudi 

bahasa dan tutur kata yang menawan hati.72

Dilihat dari kondisi pasien, euthanasia dapat dikategorikan menjadi 

dua macam yaitu, euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Selanjutnya 

euthanasia aktif dibagi menjadi dua bagian yaitu euthanasia aktif secara 

langsung dan euthanasia aktif secara tidak langsung.73

a. Euthanasia aktif

Euthanasia aktif adalah suatu peristiwa di mana dokter atau tim 

medis lainnya secara sengaja melakukan tindakan, baik dengan 

memberikan suntikan maupun melepaskan alat-alat pembantu medika, 

seperti melepaskan saluran asam, melepaskan alat pemicu jantung dan 

sebagainya, untuk mempercepat atau mengakhiri kehidupan si pasien 

atau mempercepat proses kematian. Yang termasuk tindakan 

mempercepat proses kematian di sini adalah jika kondisi pasien 

berdasarkan ukuran dan pengalaman medis masih menunjukkan ada
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harapan untuk hidup. Dengan kata lain, tanda-tanda kehidupan masih 

terdapat pada penderita ketika tindakan itu dilakukan.74

Sungguh, jika kita melihat kembali atas apa yang telah 

ditetapkan oleh Allah SWT tentang permasalahan memudahkan 

proses kematian (Euthanasia aktif) tidaklah diperkenankan oleh ajaran 

Islam, sebab dengan melalui Euthanasia aktif berarti mereka telah 

dengan jelas melakukan pembunuhan, padahal mereka sama sekali 

tidak berhak melakukan itu, mereka secara tidak langsung telah 

mengambil hak Allah SWT yang sudah menjadi ketetapanya. Di 

dalam al-Qur’an disebutkan:

          

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang 
mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja).75

Di ayat lain juga disebutkan:

        

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang 
benar.76

Islam mengakui hak seseorang untuk hidup dan mati, namun 

hak tersebut merupakan anugerah Allah SWT kepada manusia dan

hanya Dia-lah yang dapat menjadi penentu kapan seseorang dilahirkan

dan dicabut nyawanya.77 Dalam ajaran Islam pembunuhan adalah 
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termasuk salah satu dosa besar, baik terhadap orang lain (kecuali 

dengan alasan yang  dibenarkan oleh agama) maupun terhadap dirinya 

sendiri (bunuh diri) dengan alasan apa pun.

Sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur’an:

   .  

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu.”78

Di sisi lain, euthanasia aktif yang berakibat mengakhiri hidup 

seseorang walaupun dengan alasan “kemanusiaan”, pada hakikatnya 

adalah mereka telah berputus asa dari rahmat Allah SWT.79 Padahal 

secara tegas al-Qur’an telah menyatakan:

            

 .    

“dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. 
Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, 
melainkan kaum yang kafir”.80

Ikhtiar merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan 

oleh setiap manusia sebelum ia menyerahkan sepenuhnya kepada 

tuhan. Tidak ada alasan untuk berputus asa atas segala sesuatu, untuk 

itu pengobatan atau berobat hukumnya adalah wajib bagi orang yang 

menderita penyakit.
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Dalam euthanasia aktif terdapat 2 cara dalam pelaksanaannya: 81

1) Euthanasia aktif secara langsung

Adalah dokter atau tim medis lainnya sengaja melakukan suatu 

tindakan medis untuk mengakhiri penderitaan pasien atau 

penderita, misalnya dengan suntikan “overdosis” morfin yang 

mengakibatkan matinya pasien.

2) Euthanasia aktif secara tidak langsung

Adalah dokter atau tim medis lainnya tanpa memperpendek atau 

mengakhiri hidup pasiennya dengan melakukan tindakan medis 

untuk meringankan penderitaan pasien dengan adanya resiko 

bahwa tindakan medis tersebut dapat memperpendek atau 

mengakhiri hidup pasien.

b. Euthanasia pasif

Euthanasia pasif adalah suatu tindakan dokter dan tim medis 

berupa penghentian pengobatan pasien yang menderita sakit keras 

atau secara sengaja tidak memberikan bantuan medis lainnya terhadap 

pasien yang dapat memperpanjang hidupnya atau melakukan tindakan 

membiarkan pasien atau penderita karena menurut pengalaman medis 

sudah tidak ada harapan hidup atau tanda-tanda kehidupan tidak

terdapat lagi padanya.82 Akibat dari semua itu akan semakin 

mempercepat kematian pasien.

Proses kematian dengan cara demikian ini sering diistilahkan 

dengan Qatlu ar-rahmah (membiarkan perjalanan menuju kematian 
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karena belas kasihan) yakni dalam kategori praktek penghentian 

pengobatan (Euthanasia pasif), bukan termasuk dan berbeda dengan 

kategori Euthanasia aktif, karena dalam kasus ini tidak didapati 

tindakan aktif dari dokter maupun orang lain, hal ini juga didasarkan 

pada keyakinannya bahwa pengobatan yang dilakukan tidak ada 

gunanya serta tidak memberikan harapan bagi si sakit.83

Alasan yang juga lazim dikemukakan adalah karena keadaan 

ekonomi pasien yang terbatas, sementara dana yang dibutuhkan untuk 

biaya pengobatan cukup tinggi dan fungsi pengobatan yang menurut 

perhitungan dokter sudah tidak efektif lagi. 

Kemajuan IPTEK dalam kedokteran telah mengalami 

kemajuan yang sangat pesat, namun kemampuan IPTEK juga terbatas 

dan selalu masih mempunyai kekurangan. Oleh karena itu, jika 

kemajuan IPTEK ini sudah tidak dapat memberikan harapan 

penyembuhan dan membantu pengobatan pasien, hendaknya 

semuanya dikembalikan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini berarti 

dengan alasan kemajuan IPTEK bukan berarti diperbolehkan 

melakukan tindakan aktif untuk menghilangkan nyawa manusia. Hal 

itu terjadi karena kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran, berangkat 

dari tujuan tidak mau membiarkan pasien meninggal dan tidak 

menyisakan tempat atau peluang terjadinya kematian.84 Setidaknya 

mengamankan manusia dari kematian yang dapat dihindarkan. 
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4. Tujuan Euthanasia

Suatu faktor yang sangat vital dalam hal dalam menghadapi 

persoalan euthanasia adalah problem dari hak untuk menentukan nasib 

sendiri (self determination).85 Dalam pengertian bahwa ketika manusia 

dalam situasi sulit di mana dalam keadaan comma atau sekarat 

berkepanjangan, sudah tidak ada harapan dan ia sangat menderita baik 

secara psikis maupun fisik, kehidupannya sudah tidak lagi dapat dihayati 

sebagai suatu nilai.

Mengakhiri hidup seseorang yang sedang menerima cobaan tuhan 

tentunya tidak dibenarkan. Sebaliknya ada pendapat yang menyatakan 

bahwa terpaksa melakukan tindakan tersebut atas dasar prikemanusiaan. 

Mereka tidak tega melihat penderitaan yang dialami oleh pasiennya, yang 

telah berulang kali meminta kepadanya agar penderitaanya diakhiri saja.86

Untuk memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka 

peneliti akan paparkan beberapa contoh kasus sebagai berikut:

1. Seorang pasien terbaring di ruang perawatan intensif (ICU) selama tiga 

minggu dalam keadaan tidak sadarkan diri (comma). Dari mulutnya 

menjulur sepotong selang sebesar jari telunjuk yang dihubungkan ke 

alat bantu pernafasan (respirator) di kiri dan kanan lengannya 

terpasang alat infus yang meneteskan cairan secara teratur. Pada 

dadanya terpasang lempengan tipis dengan kabel penghubung ke alat 

monitor yang memberi gambaran denyut jantung. Pasian tersebut 

ditempatkan di ruang khusus berdinding kaca dengan dilengkapi 
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soundsystem sebagai alat bantu berkomunikasi di saat pasien sadar. 

Berdasarkan perhutungan dokter kesempatan hidup pasien secara 

normal sangat kecil. Hidup pasien tersebut benar-benar tergantung 

kepada alat penopang hidupnya itu. Dia sudah dalam kenyataan in 

persistent vegetative state, yakni hanya dapat hidup dengan bantuan 

aparatur life support syistem. Apabila alat tersebut dicabut, hidup 

vegetatifnya pun segera berhenti. Apakah dengan penerapan alat life 

support syistem itu masih dianggap manusiawi? Bukannya dengan alat 

itu penderitaannya justru semakin berat? belum lagi biaya pemasangan 

alat-alat itu yang mencapai kira-kira $200.000 pertahun. 87

2. Pasien lainnya menderita kanker ganas. Hampir setiap malam dia 

meraung kesakitan dan menjeri-jerit. Dengan pertolongan obat tertentu 

rasa sakitnya hilang sejenak. Akan tetapi, setelah beberapa saat reaksi 

obat tersebut hilang akan disusul oleh rasa sakit berikutnya. Penderita 

tersebut telah mengalami perawatan yang cukup lama dan telah 

menghabiskan berbagai macam obat yang cukup mahal. Harga 

kekayaan pasien (keluarganya) semakin terkuras untuk membayar 

biaya perawatan yang terasa cukup memberatkan itu. Apakah masih 

lebih baik mengurusnya (secara intensif) pasien tersebut yang 

sebetulnya penyakitnya sudah tidak dapat disembuhkan? Sedangkan 

keluarga tersebut semakin terlantar, anak istri/suami semakin kurang 

mendapatkan perhatian, karena sibuk mengurus pasien tersebit.  

Apakah justru lebih manusiawi untuk mengurus anak istri/suami, yang 
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masih mempunyai harapan hidup lebih baik (produktif) dari pasien itu 

sendiri. 

Keadaan di atas merupakan situasi yang sering menjadi masalah 

bagi para dokter, perawat maupun keluarga pasien. Hal itu juga sering 

menjadi dilema yang cenderung mendorong seseorang untuk mencari jalan 

pintas sepragmatis mungkin untuk membebaskan diri dari keadaan yang 

mencekam. Dari sini terlihat secara jelas bahwa tujuan pokok dari 

euthanasia adalah pembunuhan berdasarkan belas kasihan (mercy killing).


